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“Aduh, Ayah! Mengapa tidak bilang terlebih dahulu bahwa 
akan diadakan pemotongan uang? Yaaa, uang tabungan 

kita tidak ada gunanya lagi! Untuk membeli mesin jahit 
sudah tidak bisa lagi, tidak ada harganya lagi?” 

 
“Yuke, seandainya Kak Hatta mengatakan terlebih dahulu 

kepadamu, nanti pasti hal itu akan disampaikan kepada 
ibumu. Lalu, kalian berdua akan mempersiapkan diri, dan 

mungkin akan memberi tahu kawan-kawan dekat lainnya. 
Itu tidak baik!” 

“Kepentingan negara tidak ada sangkut-pautnya dengan 
usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara 

adalah tetap rahasia. Sungguh pun saya bisa percaya 
kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan 

kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit, demi 
kepentingan seluruh negara. Kita coba menabung lagi, ya!” 

 
Jakarta, 1950 



“Ia selalu mengatakan  kepada 
si pemberi hadiah bahwa 
dirinya tidak  perlu diberi 
hadiah karena ia memiliki gaji.  

Yang  perlu diberi hadiah 
adalah rakyat yang susah 



Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan 

yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan 

yang memancarkan kewibawaan; kejujuran 

Teori Andrian Gostik & Dana Telford 

Konsistensi antara tindakan dan nilai.  

Orang yang memiliki integritas hidup sejalan dengan nilai-

nilai prinsipnya. Kesesuaian antara kata-kata dan 

perbuatan merupakan hal yang esensial. 



Pikiran 

Ucapan 

Tindakan 



(Andrian Gostik & Dana Telford dalam bukunya yang 

berjudul “The Integrity Advantage”) 

1. Menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. 
2. Menemukan yang benar (saat orang lain hanya melihat 

warna abu-abu). 
3. Bertanggung jawab. 
4. Menciptakan budaya kepercayaan. 
5. Menepati janji. 
6. Peduli terhadap kebaikan yang lebih besar. 
7. Jujur namun rendah hati. 
8. Bertindak bagaikan tengah diawasi. 
9. Mempekerjakan integritas. 
10.Konsisten. 

 

KARAKTERISTIK INTEGRITAS 



INTEGRITAS  

1. membuat anda menjadi orang yang lebih baik; 

2. memberi reputasi baik; 

3. kebajikan; 

4. menunjukkan siapa diri anda sesungguhnya; 

5. orang lain akan menghormati anda, karena 

integritas yang anda miliki; 

6. banyak membantu dalam hidup; 

7. cara yang tepat untuk hidup. 

 

(sumber: Inspiration Allwomenstalk) 

 

 

MENGAPA PERLU INTEGRITAS 



Pernahkan anda ??? (dalam 3-6 bulan terakhir) 

Berjanji kepada diri sendiri  untuk melakukan sesuatu 

yang baik kemudian tidak melakukannya 
 Memberikan sesuatu yg menurut anda itu diberikan 

dengan “ikhlas” namun sebenarnya anda ingin 

diingat oleh penerimanya. 
 
Membatalkan janji sepihak dan membuat alasan yang 

direkayasa 

Tidak masuk kantor kemudian mengaku sakit padahal 

tidak benar-benar sakit 



Sejauh mana anda JUJUR 

menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut  maka inilah awal 

memahami integritas yang 

sebenarnya 



Nilai-nilai Integritas  

Perilaku berintegritas di antaranya (Carter, 1996) :  

• J_ _ _R  

• K_ _ _ _ _ T _N ANTARA UCAPAN DAN TINDAKAN  

•K_ _ _ _ _ H _N TERHADAP PERATURAN DAN ETIKA 
BERORGANISASI SERTA KEPATUHAN YANG KONSISTEN 
PADA PRINSIP-PRINSIP MORAL YANG BERLAKU DI 
MASYARAKAT  

•B_ _ _ _ _ _ _ _ _G J_ _ _B ATAS TINDAKAN, 

KEPUTUSAN, DAN RESIKO YANG MENYERTAINYA  

• MENJADI T_ _ _ _ _ N DALAM BENTUK KEARIFAN 

DALAM MEMBEDAKAN BENAR DAN SALAH SERTA 
MENDORONG ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN HAL 
YANG SAMA  

 



9 Nilai Integritas 



Kompetensi Etik 

•MODALITY 

•ASOSIASI 

(Disasosiasi dr hal 
buruk) 

•UTILISASI 

 

1. Mampu 
menyelesaikan 
dilema etik dengan 
menjunjung tinggi 
integritas; 

2. Memiliki 
pengetahuan hukum; 

3. Memiliki komitmen 
serta 
tanggung  jawab 
moral 



Komitmen 
Pimpinan (Tone 
from the Top) 

Nilai-nilai 
Organisasi 

Kode etik dan 
Perilaku  

Laporan Kekayaan Konflik Kepentingan 
Sistem 
Whistleblowing  

Pengendalian 
Gratifikasi  

Dan Sebagainya 

 Beberapa contoh Kepatuhan Minimal 





b 

2016 



INDEKS PERSEPSI KORUPSI 

CORRUPTION PERCEPTION INDEX 

RANK SCORE 

88/167 36/100 





Merintangi Proses KPK; 
5; 1% 

TPPU; 17; 3% 

Perijinan; 20; 4% 

Pungutan; 21; 4% 

Penyalahgunaan 
Anggaran; 44; 8% 

Pengadaan 
Barang/Jasa; 148; 28% 

Penyuapan; 271; 52% 526 

Penanganan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara 

http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara. Per 31 Agustus 2016 

http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara
http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara
http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara
http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara
http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara
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Walikota/Bupati dan Wakil 



Penanganan Korupsi Berdasarkan Jabatan 

http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-profesi/jabatan 
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UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 



Kebiasaan berperilaku koruptif di 
masyarakat salah satu penyebabnya adalah 
masih kurangnya pemahaman mengenai 
pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata 
korupsi sudah populer di Indonesia. Namun 
jika ditanyakan apa itu korupsi, jenis 
perbuatan apa saja yang dikategorikan 
sebagai TPK? Sangat sedikit yang dapat 
menjawab secara benar tentang bentuk/jenis 
korupsi sebagaimana dimaksud oleh 
undang-undang.  
Untuk mengetahui lebih lanjut dapat 
dipelajari di buku saku “MEMAHAMI UNTUK 
MEMBASMI” 

25 



#1. Panjang Tembok China diperkirakan membentang sejauh 21,196 KM 
(4x jarak Jakarta – Papua) 

#2. Dibangun selama 2000 tahun lamanya 

#3. Tinggi 9 s.d 16 Meter 

#5. ± 3 Juta pekerja paksa tewas pada proses pembangunannya 

#4. Lebar: 5 Meter 

DIBANGUN OLEH KAISAR QIN SHI HUANGDI SEBAGAI 
BARIKADE SUKU NOMADEN HSIUNG NU DARI CHINA UTARA. 



Dalam 100 tahun 
pertama, musuh 
berhasil masuk 

sebanyak 3x. Bukan 
dengan cara 

dirubuhkan, namun 
dengan cara memberi 
GRATIFIKASI kepada 

penjaga benteng 



Penyuapan – Gratifikasi – Pemerasan Triangle 

Businessman 
Officer 

Penyuapan 
“Transaksional” 

Pemerasan 
“Aktif” 

Gratifikasi 
“Pasif” 

Businessman 

Businessman 





DEFINISI GRATIFIKASI 

Pemberian dalam arti luas  
Yakni, meliputi pemberian uang, barang, 
rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa 
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, 
dan fasilitas lainnya.  
 
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri 
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
elektronik.  
 
(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001) 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://studihukum.files.wordpress.com/2008/10/scan10039.jpg&imgrefurl=http://studihukum.wordpress.com/2008/10/13/kamus-hukum/&usg=__WOPrj3roCiGPrcVWTS215oWj03o=&h=2416&w=1708&sz=629&hl=id&start=2&zoom=1&tbnid=r-x_15dt1zWRYM:&tbnh=150&tbnw=106&ei=Nx43UaHqNoPMrQej54HABw&prev=/images?q=foto+buku+kamus+hukum&hl=id&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-UEFOfDKBmY4/UGg43f-UEfI/AAAAAAAAAhw/baoRCCTyjYI/s1600/Kamus+Besar+Bahasa+Indonesia+Lengkap+Terbaru.jpg&imgrefurl=http://opieku.blogspot.com/2012/09/kamus-besar-bahasa-indonesia.html&usg=__N0PBUM42mL-LoDJAH545_vF_100=&h=500&w=500&sz=140&hl=id&start=1&zoom=1&tbnid=Svv0V4rVrgabfM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=0Rg3UeflA4eHrAfHqYCQBg&prev=/images?q=foto+buku+kamus+bahasa+indonesia&hl=id&sa=X&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCkQrQMwAA


Pasal 12B & 12C UU No. 20 Tahun 
2001 (UU Tipikor) 

Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun 
2002 (UU KPK) 

Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014, 
Peraturan KPK No. 06 Th 2015 ttg 
Pedoman Pelaporan dan Penetapan 
Status Gratifikasi, dan 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi 

Peraturan K/L/O/P 







Menolak Gratifikasi pada Kesempatan 

Pertama 

Gratifikasi yg berhub dg jabatan & 

berlawanan dg kewajiban/tugas 

Diterima secara langsung 

Laporan penolakan di internal 



Tidak diterima secara langsung; 

Pemberi tidak diketahui 

Ragu dengan kualifikasi gratifikasi 

Kondisi tertentu 

Upacara Adat, Budaya, Tradisi, 
Keagamaan 



PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI 

GRATIFIKASI 

WAJIB DILAPORKAN 

PADA KPK 

TIDAK WAJIB 

DILAPORKAN PADA 

KPK 

MILIK NEGARA 

Gratifikasi dianggap Suap: 

• berhubungan dengan 

jabatan , dan 

• bertentangan dengan 

tugas dan kewajiban 

MENERIMA 

Terpenuhinya keadaan 

tidak dapat menolak 

TOLAK 

• Gratifikasi yang 

dianggap Suap,  

• diberikan langsung 

MILIK PENERIMA 

Tidak berhubungan dg 

jabatan & tidak 

bertentangan dg tugas dan 

kewajiban 

 

GRATIFIKASI 

DILAPORAN INTERNAL 







SK Pimpinan KPK No. : KEP-411/01-13/06/2013 tanggal 03 Juni 2013 – Ditetapkan Milik Negara 





pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id 





Bagaimana Jika tidak 

melaporkan Gratifikasi? 



CONTOH KASUS 
Terdakwa: Gayus Halomoan Tambunan 





Luasnya pengertian 
gratifikasi oleh UU 
menunjukkan 
bahwa pemberian 
dalam bentuk apa 
saja, dari siapa saja 
dan dengan 
motivasi apa saja, 
hanya dibatasi 
pada segi subjek 
hukum penerima, 
yaitu memenuhi 
kriteria Pegawai 
Negeri/Penyelengga
ra Negara; 

Penerimaan 
gratifikasi tidak 
harus 
dibuktikan 
secara 
rinci/detail 

Gratifikasi wajib 
dilaporkan dan 
dalam hal tempo 
tertentu tidak 
dilaporkan maka 
setiap penerimaan 
tersebut harus 
dianggap sebagai 
“Suap”; 

Meskipun hakim menilai JPU gagal 
membuktikan penerimaan gratifikasi dari 
Alif Kuncoro dan Denny Adrianz terkait 
dengan pengurusan perkara banding pajak, 
namun karena Terdakwa tidak dapat 
membuktikan asal-usul dana sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang, hakim tetap 
menegaskan hal tersebut tidak mengurangi 
peran terdakwa atas telah terbuktinya 
menerima gratifikasi. 

Pendirian Hakim dalam Kasus GAYUS TAMBUNAN 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 



Unsur “berhubungan dengan jabatan” tidak perlu dibuktikan secara rinci 
pada setiap penerimaan. Cukup dibuktikan: 

• penerima adalah Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara,  

• ketika aset yang dikuasai tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa 
berasal dari penghasilan yang sah,  

• terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut pada KPK 
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja,  

 

maka uang, barang atau aset lain yang dikuasai terdakwa tersebut 
dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang “berhubungan dengan jabatan” 
sekaligus bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya 

PERTIMBANGAN HAKIM  

DALAM KASUS GAYUS 



TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL 

GRATIFIKASI (1) 

No. Nama Jabatan Nomor Putusan Vonis 

1. Gayus H.P. 

Tambunan 

Pegawai Pajak 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 8 tahun 

2. Yugo 

Saldian 

Anggota DPRD 

Pangkalpinang 

04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 4 tahun 

3. Dhana 

Widyatmika 

Pegawai Pajak 1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013 13 tahun 

4. Badaruddin 

Usman 

Anggota DPRD 

Pangkalpinang 

2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014 4 tahun 

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk 
kepentingan komersil 



TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL 

GRATIFIKASI (2) 

No. Nama Jabatan Nomor Putusan Vonis 

5. Syamsu 

Marzuki 

Mantan Karyawan PT. 
Timah (BUMN) 

1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014 4 tahun 

6. Kusniati 

Achar 

Mantan Anggota 
DPRD Pangkal Pinang 

1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014 4 tahun 

7. Malikul 

Amjad 

Mantan Wakil Walikota 
Pangkal Pinang 

03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014 4 tahun 

8. Norani Anggota DPRD Kab. 
Bangka Induk periode 
2009-2014 dan mantan 
Anggota DPRD 
Pangkalpinang 
periode 1999-2004 

1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014 4 tahun 

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk 
kepentingan komersil 



TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL 

GRATIFIKASI (3) 

No. Nama Jabatan Nomor Putusan Vonis 

9. Alfian Helmi Anggota DPRD 

Pangkalpinang 

periode 1999-2004 

1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 

2014 

4 tahun 

10. Abdul Aziz 

Muhammadi

yah 

Kepala Dinas 

Pertambangan Kab. 

Nunukan 

1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 

2014, 

9 tahun 

11. I. Wayan 

Chandra 

Bupati Klungkung 7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 

2015 

15 tahun 

12. Waryono 

Karno 

Sekjen ESDM 37/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 10 Des 

2015 

7 tahun 

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk 
kepentingan komersil 



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1  

Jakarta Selatan 12920 

Telp. 021-2557 8448,  

Fax : 021-5289 2448 

 

Email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id 

www.kpk.go.id/gratifikasi 

TERIMAKASIH 


